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Abstrak: Perencanaan pembangunan merupakan proses dalam menetapkan suatu capaian yang 

terarah dengan adanya program dan sasaran, implementasi dan evaluasi. Masalah tersebut telah 

menunjukkan bagaimana Bappppeda sebagai perangkat daerah dalam implementasi peningkatan 

kualitas perencanaan pembangunan daerah. Kami menganalisis kualitas perencanaan berdasarkan 

indikator yang diimplementasikan pada Bappppeda Kabupaten Sumedang dan memberikan hasil 

yang akan berkontribusi pada pengembangan bidang perencanaan pembangunan. Dalam artikel 

ini, kami berpendapat bahwa kualitas perencanaan pembanguan yang baik dapat dilihat dengan 

penerapan prinsip-prinsip tata kelola perencanaan yang baik. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini diperoleh dari studi literatur dan data sekunder (peraturan perundang-undangan, 

dokumen dan laporan perencanaan). Hasilnya menunjukkan bahwa adanya kualitas perencanaan 

pembangunan pada Bappppeda Kabupaten Sumedang dapat diunggulkan dengan adanya 

peningkatan pada keterlibatan unsur pemangku kepentingan dan peningkatan intensitas koordinasi 

perencanaan antar perangkat daerah yang terlibat dengan Bappppeda. Sedangkan hambatan yang 

ditemui yaitu proses pemantauan dan evaluasi terutama pada optimalisasi quality control data. 

 

Kata Kunci: Perencanaan Pembangunan, Kualitas Perencanaan, Implementasi Pembangunan 

 

Abstract: Development planning is the process of determining an achievement that is directed by 

the presence of programs and targets, implementation, and evaluation. This paper has shown how 

Bappppeda, as a regional apparatus, implements quality improvement in regional development 

planning. We analyze the quality of planning based on the indicators implemented at Bappppeda 

Sumedang Regency and provide results that will contribute to the development of the field of 

development planning. In this article, we argue that the quality of good development planning 

can be seen by applying the principles of good planning governance. The data used in this study 

were obtained from literature studies and secondary data (laws and regulations, planning 

documents, and reports). The results show that the quality of development planning at Bappppeda 

Sumedang Regency can be favored by increasing the involvement of stakeholders and increasing 

the intensity of planning coordination between regional apparatuses involved with Bappppeda. 

While the obstacles encountered are the monitoring and evaluation process, namely the 

optimization of quality control date. 
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I. Pendahuluan 

Penelitian tentang perencanaan pembangunan semakin berkembang sampai saat ini, 

dimana permasalahan seperti partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 

(Bhusal dan Pandeya, 2022) dan sumber daya dalam strategi pembangunan daerah 

(Parlaungan, 2020). Akan tetapi dalam membahas terkait perencanaan pembangunan 

masih sedikit yang dihubungkan dengan stategi dari perangkat daerah terutama dalam 

membahas kualitas perencanaan pembangunan terutama fokus pada implementasinya. 

Sehingga dengan adanya pembahasan tersebut terciptanya suatu prioritas dalam 

perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas untuk kesejahteraan masyarakat. 

Penelitian dari Sahoo & Kumar Dash (2009) merupakan salah satu penelitian yang 

membahas dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat harus adanya 

kebijakan dan pembangunan infrastruktur yang lebih diprioritaskan. Penelitian lain juga 

membahas pengelolaan pembangunan daerah yang baik dan efektif dapat meningkatkan 

laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Soliha, 2022). 

Perencanaan pembangunan daerah dapat berfokus pada peningkatan diversifikasi 

ekonomi dengan mengidentifikasi dan mendukung industri, sektor, dan peluang bisnis 

baru. Dengan mendiversifikasi ekonomi regional, inisiatif perencanaan dapat mengurangi 

ketergantungan pada satu industri atau sektor, menjadikan daerah lebih tahan terhadap 

guncangan dan penurunan ekonomi. Selain itu, buruknya perencanaan pembangunan 

daerah dapat mempengaruhi ekonomi suatu daerah tersebut (Ferdian, 2021). Penelitian 

ini sebelumnya juga hanya membahas bahwa perencanaan pembangunan menekankan 

pada analisis perencanaan pembangunan pemerintah daerah serta hanya membahas 

terkait pergeseran struktur ekonomi terhadap perencanaan pembangunan. 

Dari beberapa literatur sebelumnya, dapat dilihat masih sedikit yang membahas 

tentang peningkatan kualitas perencanaan dari pemerintah daerahnya terutama perangkat 

daerah yang mengkaji perencanaan pembangunan  terutama pada kualitas perencanaan 

sehingga adanya kesuaian antara Rencana Strategis (Renstra) terhadap Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah 

(RKPD) terhadap RPJMD, Rencana kerja (Renja) terhadap RKPD dan tingkat 

ketercapaian target pembangunan daerah. Padahal dalam dampak kualitas perencanaan 

pembangunan yang berkualitas dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah yang 

efisien dan efektif. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam pasal 2 ayat (2) sistem perencaan 
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pembangunan nasional disusun harus secara sistematis, terarah, menyeluruh, terpadu dan 

tanggap terhadap perubahan. 

Penelitian ini membahas bagaimana implementasi Badan Perencanaan Penelitian dan 

Pengembangan Pembangunan Daerah selaku perangkat daerah dalam perencanaan yang 

berkualitas dalam capaian perencanaan pembangunan di Kabupaten Sumedang. Fokus 

masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu kualitas perencanaan pembangunan 

pada Bappppeda Kabupaten Sumedang. 

II. Kajian Pustaka  

1. Implementasi Pembangunan 

Konsep implementasi perencanaan strategis pembangunan terdapat 3 (tiga) tahap, 

yaitu (1) penciptaan visi, (2) perencanaan strategis, dan (3) implementasi rencana.  Dalam 

setiap tahapan ada proses pengelolaan yang disesuaikan dengan kondisi baru, perubahan 

taktik, namun tidak jauh dari visi yang dirumuskan penguasa dan warga (Ciegis, at all, 

2005). Pemerintah daerah yang berorientasi pada pembangunan harus memiliki 

pendekatan manajemen pembangunan yang strategis (atau digerakkan oleh misi) 

(Burger,1997). 

Kennedy, (2011) juga menjelaskan adanya manajemen pemangku kepentingan 

dalam implementasi pembangunan yang berkualitas. Pendekatan implementasi yang 

efektif harus mencakup jangkauan luas, analisis dan intervensi strategis, dan tindakan 

berurutan bertahap, perencanaan yang terlibat, dan prosedur manajemen yang jelas. 

Pendekatan ini menekankan pada lingkungan dan identifikasi faktor penting untuk 

keberhasilan implementasi (Khan. J, 1999). 

2. Perencanaan Pembangunan 

Perencanaan pembangunan diidentifikasi sebagai: menetapkan alasan untuk 

mencapai kemampuan masa depan dan kemudian menerjemahkannya ke 

dalam rencana pencapaian yang logis dan terstruktur dengan baik (Frick,1976). 

Perencanaan pembangunan yang baik dan berhasil maka harus adanya adanya program, 

perencanaan, implementasi, evaluasi yang melibatkan masyarakat. Hal tersebut dapat 

diartikan sebagai perencanaan partisipatif dengan melibatkan antara pemerintah dan 

masyarakat.  Selain itu dalam perencanaan pembangunan, masyarakat lebih paham akan 

potensi dan kondisi sumber daya alam serta permasalahan yang ada. Perencanaan tersebut 

dilakuakn melalui system perencanaan pembangunan daerah (Nurcholif et al., 2009:12-

16). 
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Pendapat lain dari Riyadi dkk. (2005) menjelaskan perencanaan pembangunan 

merupakan suatu tahap dan proses yang tepat dalam merumuskan pengambilan kebijakan. 

Proses tersebut dibutuhkan data dan fakta sebagai landasan yang sistematis guna 

terwujudnya kesejahtaraan masyarakat. 

Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses dalam perumusan 

keputusan-keputusan atau alternative-alternatif yang didukung pada fakta-fakta dan data-

data sebagai bahan untuk melakukan suatu aktifitas atau kegiatan dalam masyarakat 

secara material (fisik) dan spriritual dan mental (non-fisik) untuk mencapai suatu tujuan 

yang lebih baik (Mukmin, 2017:3). 

3. Kualitas Perencanaan Pembangunan 

Ada beberapa upaya untuk mendefinisikan karakteristik kualitas perencanaan. 

Karakteristik yang paling berpengaruh dalam kualitas perencanaan pada kebijakan dari 

pemerintah daerah untuk mencapai implementasi perencanaan yang meliputi fakta, tujuan 

dan kebijakan (Berke, 1994).  Perencanaan strategis dianggap penting untuk menciptakan 

nilai publik, yang melibatkan peningkatan kualitas hidup dan memastikan manfaat 

berkelanjutan dari institusi publik dalam menghadapi masa depan yang tidak pasti 

(Bryson, 2018). 

Penelitian ini mengunakan kerangka kualitas perencanaan dan dianalisis tentang 

kualitas perencanaan yang memiliki sembilan indikator yaitu (1) Kebijakan yang terdiri 

dari visi, misi, nilai dan prinsip (2) fakta (3) keterlibatan pemangku kepentingan (4) 

Tujuan Umum (5) Sasaran Khusus (6) Implementasi (7) Pemantauan dan Evaluasi (8) 

Koordinasi (9) Perencanaan Organisasi dan Presentasi ( Berke et al., 2006 , Berke dan 

Godschalk, 2009 , Horney et al., 2017 , Stevens, 2013). 

III. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang 

berupaya menyajikan konsep implementasi dalam perencanaan pembangunan 

dihubungkan dengan kualitas perencanaan pembangunan daerah.  Metodologi dasar 

merupakan alat untuk menghasilkan teori dan sarana untuk melakukan penelitian 

kualitatif (Lawrence dan Tar, 2013).   

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik analisis 

studi literatur dengan mendeskripsikan implementasi peningkatan kualitas perencanaan 

pembangunan daerah oleh Bappppeda Kabupaten Sumedang. Penggunaan analisis studi 

literatur biasanya menggunakan teori atau pendapat para ahli yang dijadikan sebagai 



Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan (J-3P), Vol. 8, No. 1, Juni 2023 

46 
 

sumber utama kemudian didukung dengan data sekunder. Pada penelitian ini, dalam 

mengumpulkan data menggunakan data sekuder yaitu dengan melihat peraturan 

perundang-udangan terkait perencanaan pembangunan di Kabupaten Sumedang, RPJMD 

Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, LAKIP Tahun 2019 Bapppeda Kabupaten 

Sumedang, Buku Literatur dan Jurnal. 

IV. Hasil dan Pembahasan 

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Penataan Perangkat Daerah di Kabupaten Sumedang membentuk 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapppeda). Badan Perencanaan Penelitian 

dan Pengembangan Kabupaten Sumedang merupakan organisasi yang bertanggung jawab 

untuk mengkoordinasikan dan mempromosikan inisiatif pembangunan di tingkat daerah. 

Badan perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mendorong pembangunan 

yang berkelanjutan dan seimbang dalam wilayah geografis tertentu. Mereka bekerja 

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperbaiki infrastruktur, mempromosikan 

keadilan sosial, dan melindungi lingkungan di tingkat regional. Tujuan dan sasaran 

khusus dari badan perencanaan pembangunan daerah dapat bervariasi berdasarkan 

prioritas dan tantangan daerah yang mereka layani. 

Implementasi pembangunan dapat dilihat dari pelaksanaan dan pemantauan rencana 

pengembangan kualitas membutuhkan mekanisme implementasi dan proses pemantauan 

yang efektif. Itu harus menguraikan tindakan, tanggung jawab, dan jadwal yang jelas. 

Pemantauan dan evaluasi rutin membantu menilai kemajuan, mengidentifikasi 

kekurangan, dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan keefektifan 

rencana (Kenedy, 2011). Perencanaan pembangunan memiliki sasaran waktu yang jelas 

sebagai awal dalam proses pembangunan. Secara umum, proses implementasi 

perencanaan pembangunan di Kabupaten Sumedang sudah sesuai dengan jadwal yang 

telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan prioritas pembangunan serta realisasi dalam 

perencanaan pembangunan, sehingga perencanaan dilakukan secara bertahap mulai dari 

bawah dari masyarakat hingga pada tahap kebijakan dari pemerintahan daerah.  

Penelitian ini menggunakan indikator yang telah dipaparkan pada bagian tinjauan 

pustaka, terdapat 9 (sembilan) indikator untuk melihat kualitas perencanaan pembanguan 

daerah untuk melihat implementasi rencana strategis pada badan perencanaan, penelitian 

dan pengembangan daerah Kabupaten Sumedang.  
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1. Kebijakan yang terdiri dari visi, misi, nilai dan prinsip 

Kebijakan merupakan mekanisme berorientasi tindakan yang memandu 

pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan rencana. (Baker et al., 2012, Horney et 

al., 2017). Visi dan Misi Bupati Kabupaten Sumedang 2018-2023 selanjutnya menjadi 

pedoman Bappppeda Kabupaten Sumedang dalam menyusun tujuan dan sasaran rencana 

strategis periode 2018-2023 sehingga adanya arah kebijakan dan program pembangunan 

daerah dalam Renstra Bappppeda periode 2018-2023 yang selaras dan terintegrasi dengan 

RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023.  

Adapun dalam misi tersebut Bappppeda mengemban misi nomor 4 (empat) yakni 

“Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional 

dalam pelayanan masyarakat” (Renstra Bappppeda, 2018).  Visi dan misi yang diuraikan 

dalam tujuan dan sasaran didukung dengan strategi dan arah kebijakan dalam 

perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif, sehingga perencanaan 

pembangunan menjadi berkualitas dan terarah. Peneliti mendeskripsikan dari dokuman 

RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023 dan Renstra Bapppeda 2018-2023 keselarasan 

dari strategi dan arah kebijakan yaitu dengan menjabarkan visi misi Bupati Kabupaten 

Sumedang. Hal ini dapat dilihat pata tabel keterkaitan antara tujuan, sasaran dan 

indikatornya pada tabel berikut: 

Tabel 1. Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran serta Indikatornya dihubungkan  

dengan Arah Kebijakan Jangka Menengah Bappppeda Kabupaten Sumedang 

 

(Sumber: Lakip 2019 Bappppeda Sumedang) 
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2. Fakta Basis 

Fakta basis dalam penelitian ini bertujuan untuk fondari empiris dalam perencanaan 

yang digunakan untuk memprioritaskan dari tujuan dan kebijakannya (Baer, 1997 , 

Horney et al., 2017). Badan perencanaan pembangunan daerah harus terlibat dalam proses 

perencanaan strategis untuk menetapkan tujuan pembangunan jangka panjang untuk 

daerah tersebut. Mereka melakukan penelitian, mengumpulkan data, menganalisis tren, 

dan mengidentifikasi peluang dan tantangan di wilayah tersebut. Informasi ini menjadi 

dasar untuk merumuskan rencana pembangunan daerah yang memandu prakarsa dan 

investasi di masa depan. Bappppeda Sumedang memainkan peran kunci dalam 

merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan daerah. Mereka menilai kebijakan 

yang ada, mengusulkan kebijakan baru, dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi 

masalah regional seperti diversifikasi ekonomi, pembangunan infrastruktur, kelestarian 

lingkungan, dan inklusi sosial. Selain itu, mereka bekerja untuk menerapkan kebijakan 

ini dengan mengoordinasikan tindakan di antara berbagai pemangku kepentingan dan 

memantau kemajuan. Secara fakta basis yang diuraikan, adanya arah kebijakan yang 

ditetapkan oleh Bappppeda Kabupaten Sumedang dapat menjabarkan dan prioritas dari 

tujuan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan daerah terutama pada Bappppeda 

Kabupaten Sumedang. 

3. Keterlibatan Pemangku Kepentingan 

Perencanaan yang berkualitas harus adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 

tujuan pertisipasinya, hubungan, dan tinjauan bagaimana rencana tersebut telah 

berkembang (Berke et al., 2006). Bappppeda Kabupaten Sumedang dalam perencanaan 

pembangunan yang berkualitas yaitu adanya keterlibatan unsur pemangku kepentingan 

yaitu DPRD, Instansi Vertikal, LSM,Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Asosiasi, 

Sektor Swasta dan Lembaga (Renstra Bappppeda Sumedang, 2019) Badan perencanaan 

pembangunan daerah biasanya berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, 

termasuk pemerintah daerah, bisnis, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan 

organisasi nirlaba. Hal ini untuk meningkatkan intensitas fasilitas dan koordinasi serta 

meningkatkan kualitas sistem perencanaan yang partisipatif. Mereka memfasilitasi 

koordinasi di antara entitas-entitas ini untuk memastikan bahwa upaya pembangunan 

selaras dan saling mendukung. Dengan mempromosikan kolaborasi, lembaga-lembaga 

ini dapat memanfaatkan sumber daya, keahlian, dan pengetahuan untuk mengatasi 

tantangan regional secara efektif. 
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Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penelitian ini juga berhubungan dengan 

penggunaan sumberdaya. Pada tahun anggaran 2019 efisiensi penggunaan Sumber Daya 

Bappppeda Kabupaten Sumedang sesuai dengan indikator sasaran telah melaksanakan 

program dengan Capaian Memuaskan. Artinya adanya kesesuaian antara capaian kinerja 

dengan penyerapan anggaran dihubungkan dengan tingkat efisiensi kinerja tersebut. 

4. Tujuan Umum 

Tujuan berasal dari basis fakta dan konsultasi dengan pemangku kepentingan. 

(Heidrich et al., 2013) Tujuan telah ditetapkan oleh Bapppeda Kabupaten Sumedang 

sebagai dasar dalam menentukan strategi dalam perencanaan yaitu (1) meningkatkan 

sistem perencanaan, pengendalian, pemantauan serta evaluasi dalam pembangunan 

daerah (2) optimalisasi dalam sinkronisasi dan integrase dalam perencanaan 

pembangunan dan penganggaran pembangunan. (3) pemanfaatan dalam hasil penelitian 

dan pengembangan perencanaan pembangunan daerah ( Lakip Bappppeda Sumedang, 

2019). Dari uraian di atas sesuai dengan indikator tentang tujuan, tujuan tersebut menjadi 

strategi dan arah kebijakan dalam pencapaian perencanaan pembangunan. Tujuan umum 

perencanaan pembangunan adalah untuk mengarahkan dan mengelola pertumbuhan, 

transformasi, dan peningkatan wilayah atau komunitas tertentu secara sistematis dan 

terkoordinasi. Ini melibatkan penetapan tujuan, merumuskan strategi, dan menerapkan 

tindakan untuk membentuk aspek pembangunan fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. 

5. Sasaran Khusus 

Sasaran merupakan elemen penting dari rencana strategis berkualitas tinggi. 

(Baskici, 2020) dari hasil penelitian dari data sekunder terdapat sasaran perencanaan 

strategis yang dilaksanakan oleh badan tersebut, yaitu (1) dalam bidang perencanaan ialah 

meningkatkan perencanaan pembangunan (2) bidang penelitian dan pengembangan ialah 

peningkatan dan pelaksanaan hasil penelitain dan pengembangan daerah (3) bidang 

sumber daya ialah peningkatan  kapabilitas dan kapasitas perangkat daerah. Bappppeda 

Kabupaten Sumedang dalam menentukan penilaian kinerja perencanaan pembangunan 

menggunakan indikator sasaran yaitu (1) tingkat kesesuaian Renstra terhadap RPJMD 

(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) (2) tingkat kesesuaian RKPD ( 

Rencana Kerja Perangkat Daerah) terhadap RPJMD (3) tingkat kesesuaian Renja 

(Rencana Kerja) terhadap RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) (4) tingkat 

ketercapaian target pembangunan daerah yang berkategori baik dan (5) Persentase Hasil 

Penelitian dan Pengembangan. 
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6. Implementasi 

Implementasi melibatkan komitmen untuk mengimplementasikan tujuan rencana, 

termasuk identifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan tindakan 

yang diuraikan dalam rencana. (Lyles et al., 2016) dapat dilihat dalam tabel bagaimana 

implementasi peningkatan perencanaan pembangunan dan implementasi penelitian dan 

pengembangan daerah dari target dan realisasi tahun 2019 Bappppeda Kabupaten 

Sumedang. 

Tabel 2. Perbandingan Implementasi Perencanaan antara Realisasi Indikator Kinerja 

Tahun 2018 dan 2019 dan Target Renstra Tahun 2018-2023 

Misi Tujuan Sasaran 

strategis 

Indikator Sasaran Satuan Realisasi Target 

Renstra 2018 2019 

Menata Birokrasi 

Pemerintahan 

Yang Responsif  

dan bertanggung 

jawab secara 

professional 

dalam pelayanan 

Masyarakat 

Meningkatkan 

Kualitas 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

Meningkatnya 

Kualitas 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

Tingkat Kesesuaian 

Renstra terhadap 

RPJMD 

 

Persen 

 

85 % 

 

100 % 

 

100 % 

Tingkat Kesesuaian 

RKPD terhadap 

RPJMD 

 

Persen 

 

85 % 

 

100 % 

 

100 % 

Tingkat Kesesuaian 

Renja terhadap 

RKPD 

 

Persen 

 

85% 

 

100 % 

 

100 % 

Tingkat 

Ketercapaian Target 

Pembangunan 

Daerah yang 

berkategori "Baik" 

 

 

Persen 

 

 

96,50% 

 

 

100 % 

 

 

100 % 

Mengoptimal 

kan hasil 

Penelitian dan 

Pengembnaga 

n dalam 

Implementasi 

Perencanaan 

Pembangunan 

Meningkatnya 

implementasi 

hasil penelitian 

dan 

pengembangan 

Persentase hasil 

penelitian dan 

pengembangan yang 

diimplementasikan 

 

 

 

Persen 

 

 

 

80 % 

 

 

 

100 % 

 

 

 

100 % 

Sumber: Renstra Bappppeda Sumedang 2018-2023 

Dari tabel di atas terlihat adanya peningkatan implementasi perencanaan dan realisasi 

dari tahun 2018 yang rata-rata mempunyai relisasi 85% meningkat pada tahun 2019 yang 

realisasinya menjadi rata-rata 100%. Adanya kenaikan realisasi 15% berpengaruh pada 

kualitas perencanaan pembangunan di Kabupaten Sumedang. 
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7.  Pemantauan dan Evaluasi 

Pemantauan dan evaluasi merupakan karakteristik rencana berkualitas tinggi, yang 

menggambarkan bagaimana pelaksanaan rencana akan dipantau dan bagaimana hasil 

yang diinginkan akan dievaluasi (Guyadeen, 2018). Karakteristik rencana ini biasanya 

mencakup pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk pemantauan dan evaluasi, 

menentukan garis waktu untuk melacak perubahan kondisi yang terkait dengan rencana, 

menguraikan indikator yang akan digunakan untuk penilaian, dan menyoroti data untuk 

indikator yang diberikan.  Tugas badan perencanaan pembanguan daerah salah satunya 

adalah evaluasi, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis di bidang 

perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan daerah yang merupakan isu 

strategis di Kabupaten Sumedang. Secara umum kendala yang dihadapi dalam proses 

pemantauan dan evaluasi yaitu dalam optimalisasi quality control dikarenakan kualitas 

dan kuantitas kesediaan data. 

Badan perencanaan pembangunan daerah harus memantau dan mengevaluasi 

dampak inisiatif pembangunan di daerah. Proses tersebut menjadi pedoman bagi 

Bappppeda Sumedang menilai kemajuan menuju tujuan dan sasaran, mengidentifikasi 

kesenjangan atau tantangan, dan membuat penyesuaian strategi sesuai kebutuhan. 

Pemantauan dan evaluasi membantu memastikan bahwa upaya pembangunan daerah 

tetap pada jalurnya dan bahwa sumber daya digunakan secara efektif. 

 

8. Koordinasi 

Koordinasi menjelaskan bagaimana perangkat daerah, baik internal maupun 

eksternal, dapat bekerja sama satu sama lain untuk mengimplementasikan rencana 

tersebut. (Guyadeen, 2018). Koordinasi dalam perencanaan pembangunan membutuhkan 

pembagian data, informasi, dan pengetahuan yang relevan di antara para pemangku 

kepentingan. Berbagi data dan informasi memungkinkan pemangku kepentingan untuk 

membuat keputusan berdasarkan informasi, mengidentifikasi saling ketergantungan, dan 

mempromosikan perencanaan berbasis bukti. Fungsi koordinasi yang dimiliki oleh 

Bappppeda Kabupaten Sumedang menjadi salah satu unsur yang berpengaruh terhadap 

pelayanan yang profesional dan responsif. Hal ini dapat mempengaruhi pada terwujudnya 

perencanaan yang adaptif dan responsive terhadap tantangan, serta menciptakan kualitas 

seluruh perangkat daerah sehingga terwujudnya birokrasi yang adaptif, responsive dan 

professional. 
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9. Organisasi dan presentasi 

Organisasi dan presentasi berkaitan dengan aspek komunikatif dari sebuah rencana 

yang mendorong penggunanya dan membantu pembaca untuk memahami prinsip dan 

gagasan utamanya. Rencana yang terorganisir dengan baik dan disajikan ramah 

pengguna, mudah dibaca, dan terhubung dengan kebutuhan dalam komunitas. (Bunnell 

dan Jepson, 2011). Organisasi dan presentasi dalam perencanaan pembangunan mengacu 

pada struktur, format, dan komunikasi dokumen perencanaan dan informasi untuk 

menyampaikan rencana pembangunan dan konten terkait secara efektif kepada berbagai 

pemangku kepentingan yang ada pada Bappppeda Sumedang. 

Bappppeda Kabupaten Sumedang sebagai perangkat daerah yang mengkaji secara 

strategis dalam kerangka pemerintahan sebagai pelaksanaan program dan kegiatan 

strategis dengan tetap mempertimbangkan struktur, format, dan komunikasi dokumen 

perencanaan dan informasi yang tersedia. Dokumen perencanaan pembangunan biasanya 

disusun untuk memberikan arus informasi yang jelas dan logis termasuk bagian seperti 

ringkasan eksekutif, pengantar, latar belakang / konteks, tujuan dan sasaran, strategi dan 

tindakan, rencana implementasi, pemantauan dan evaluasi, dan lampiran. Struktur 

membantu pembaca menavigasi dokumen dan menemukan informasi spesifik dengan 

mudah.  

Selain itu, organisasi dalam perencanaan pembangunan daerah mengacu pada 

penataan dan koordinasi kegiatan, proses, dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam 

perencanaan dan pelaksanaan inisiatif pembangunan di tingkat daerah. Perencanaan 

pembangunan daerah biasanya dikoordinasikan dan difasilitasi oleh otoritas atau 

departemen perencanaan daerah dalam struktur pemerintah daerah.  

V. Kesimpulan 

Dengan menyadari pentingnya dalam perencanaan pembangunan daerah yang 

terarah dan selaras, studi ini menemukan bahwa dalam menentukan kualitas perencanaan 

pembanguan daerah memiliki indikator kualitas perencanaan pembangunan daerah yang 

baik yaitu kebijakan (visi, misi, nilai dan prinsip), fakta, keterlibatan pemangku 

kepentingan, tujuan umum, sasaran khusus, implementasi, pemantauan dan evaluasi, 

koordinasi, dan perencanaan organisasi dan presentasi. 

Penelitian ini menjelaskan terkait kualitas perencanaan pembangunan daerah 

terutama pada Bappppeda Kabupaten Sumedang. Sebagai pemula, kami menyadari 

keterbatasan dalam artikel ini sehingga penulis tidak menganalisis pada semua perangkat 
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daerah, tetapi hanya pada Bapppeda Kabuapten Sumedang dan penulis menemukan 

beberapa keberhasilan dan hambatan. Keberhasilan yang dilakasanakan yaitu adanya 

peningkatan pada keterlibatan unsur pemangku kepentingan dan peningkatan intensitas 

koordinasi perencanaan antar perangkat daerah yang terlibat dengan Bappppeda. Hambatan 

yang ditemui yaitu proses pemantauan dan evaluasi terutama pada optimalisasi quality 

control data. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat melakukan analisis yang 

komparatif terhadap kualitas perencanaan pembangunan antar pemerintah daerah. 

Terlepas dari keterbatasan studi kami, kami percaya bahwa penelitian kami akan 

berkontribusi pada kemajuan pengetahuan di bidang pembangunan, khususnya dalam hal 

perencanaan pembangunan daerah.  
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